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ABSTRAK 

Indonesia adalah negara Hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 

(3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Salah satu unsur 

dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. 

Menjadi kewajiban negara untuk memperhatikan serta melindungi hak-

hak asasi setiap warganya termasuk penyandang disabilitas. 

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan 

fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan 

dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 

warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 2016  adalah salah satu Peraturan yang mengatur 

secara rinci tentang hak-hak penyandang disabilitas yang dalam muatan 

pokoknya mengatur tentang hak mendapatkan pekerjaan. Sudah 

menjadi kewajiban negara dalam melindungi persamaan hak bagi 

disabilitas, tanpa terkecuali di masa pemerintaha era Presiden Joko 

Widodo yang  melaksanakan pemenuhan hak untuk penyandang 

disabilitas dalam mendapatkan hak pekerjaan, dalam hal ini hak untuk 

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,yang kemudian diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 36 Tahun 2018.  

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis hukum 

adalah dengan deskriptif analitis, sedangkan metode pengumpulan 

bahan hukum yaitu dengan meneliti sumber hukum, berupa sumber 

data primer dan sekunder. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen CPNS 

formasi khusus bagi Penyandang disabilitas dalam Permenpan Nomor 

36 Tahun 2018 memiliki perbedaan tersendiri dengan rekrutmen CPNS 

pada umunya, perbedaan ini didasari dengan mempertimbangkan 

kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan salah satunya 

dengan mengadopsi nilai nilai terkait aksesibilitas bagi CPNS formasi 

khusus penyandang disabilitas. Sementara pola rekrutmen CPNS 

formasi khusus bagi Penyandang Disabilitas dalam Permenpan Nomor 

36 Tahun 2018 hanya berupa muatan pokok terkait rekrutmen CPNS 

secara umum dan materi terkait ketentuan formasi khusus disabilitas 



iii 

hanya berupa penegasan dari UUPD, selain itu beberapa ketentuan 

dalam Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 bertentangan dengan asas-

asas yang diatur dalam UUPD,  sehingga ketentuan dalam Permenpan 

belum sepenuhnya memenuhi hak-hak disabilitas, beberapa asas yang 

bertentangan adalah asas partisipasi penuh, kesamaan kesempatan dan 

kesetaraan.  

Kata Kunci: Negara Hukum, Penyandang Disabilitas, Rekrutmen 

CPNS.  
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MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang berasaskan pada hukum atau 

disebut sebagai negara hukum
1
, hal ini tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu 

ciri negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi 

Manusia, adanya sistem hukum administrasi negara. Tujuan suatu 

negara pada umumnya sama yaitu mensejahterakan kehidupan 

rakyat meskipun dengan bentuk dan sistem pemerintahan yang 

berbeda-beda. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem 

demokrasi pancasila sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong 

royong dan kekeluargaan.  

Sistem hukum Indonesia yang demokrasi diwarnai oleh 

pandangan ideologi yang berbeda, namun substansinya adalah 

satu, yaitu menunjukkan adanya peran serta atau partisipasi aktif 

rakyat di dalam pemerintahan yang dilandasi persamaan hukum 

yang tidak diskriminatif, kemerdekaan atau kebebasan. Di 

Indonesia esensi persamaan hak warga negara tersirat dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa:  

“ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
2
 

 

                                                           
1
 Pasal 1 ayat (3)  

2
 Pasal 27 ayat (1) 
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Kewajiban pemerintah di setiap negara adalah memberikan 

hak dan kewajibannya kepada setiap warga negara, setiap warga 

negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta 

dalam rangka mewujudkan cita cita negara, termasuk didalamnya 

adalah penyandang disabilitas. 

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 yang selanjutnya disebut dengan UUPD adalah 

setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental 

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 

warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3
 Istilah 

disabilitas di Indonesia terbilang masih baru, penyebutan istilah 

disabilitas bermula pada saat konferensi tunanetra Asia di 

Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh 

International Federation of the Blind (IFB) Dan World Council 

for the Walfare of the Blind (WCWB) yang kemudian dalam 

pertemuannya menghasilkan kesepakatan baru untuk istilah 

“diffabled” dan kemudian di terjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia menjadi “difabel”. Namun sumber lain juga 

menyebutkan bahwa istilah difabel adalah istilah khas Indonesia 

yang diciptakan oleh Mansour Fakih.
4
 Istilah difabel adalah 

akronim dari differently abled, istilah ini berasaal dari bahasa 

                                                           
3
 Pasal 1 ayat (1) UUPD 

4
 Arief Maftuhin, “Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, 

Difabel, dan Penyandang DisabilitasInklusi: Journal Of Disability Studies, 

Vol.3, No.2, (Jul-Des 2016) hlm. 149 
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Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

memiliki arti “orang yang memiliki kemampuan berbeda” 

Istilah difabel dianggap lebih ramah dan egaliter karena 

differently abled memiliki arti “orang yang mampu dan 

menunjukkan dengan cara yang berbeda.”
5
 Menurut Zola dalam 

Maftuhin diciptakan untuk menekankan pada “the can-do aspects 

of having disability” yang berarti bahwa disabilitas mungkin 

mengakibatkan orang tidak mampu melakukan aktifitas secara 

normal tetapi ia masih dapat melakukannya dengan cara dan/ 

menunjukkan secara berbeda. sehingga istilah ini dianggap tidak 

diskriminatif.
6
 

Dalam UUPD istilah yang digunakan adalah penyandang 

disabilitas, Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama 

dimata hukum tanpa membedakan bentuk fisik seseorang atau 

bahkan latar belakangnya, sebagai umat islam hal ini diatur dalam 

Al-qur‟an bahwa hak dan kewajiban sebagai umat islam adalah 

sama ,Qur‟an Surah At Tin ayat 4 (empat) yang berbunyi bahwa: 

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

sebaik-baiknya.”
7
 Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak 

dan kewajiban yang sama apapun latar belakang sosial, 

pendidikan, ataupun fisik seseorang.
8
  

Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan United 

Nation Convention on the Right of Persons with Disabilities 

                                                           
5
 Ibid 

6
 Ibid  

7
  QS At-Tin (96): 4  

8
 Ibid., hlm.32.  



4 

adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintahan untuk 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memberikan 

perlindungan pada penyandang disabilitas, hal ini diadopsi saat 

sidang Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006 yang 

kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan disahkan 

menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini 

menjadi salah satu bentuk upaya dan kebijakan Pemerintah 

Indonesia dalam menjunjung nilai-nilai persamaan hak bagi 

penyandang disabilitas. Peningkatan peran, penghormatan, 

perlindungan serta pemenuhan hak dan kewajiban terhadap 

penyandang disabilitas layaknya masyarakat pada umumnya 

merupakan suatu hal yang perlu diprioritaskan.
9
  

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas, kemudian pada masa Pemerintahan era Presiden Joko 

Widodo dibentuklah Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, dibentuknya undang-undang ini 

diharapkan dapat mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan 

bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang lebih baik 

dan sejahtera.  

Dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk melindungi 

dan memenuhi hak-hak asasi manusia, maka dalam hal ini 

pemerintahan era Presiden Joko Widodo turut serta mewujudkan dan 

menerapkan persamaan hak bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan 

                                                           
9
 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusi dalam Negara Demokrasi (Human 

Right In Democratiche Reschstaat) (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 53. 
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memprioritaskan pembangunan ekonomi untuk seluruh warga termasuk 

penyandang disabilitas, yang berarti bahwa penyandang disabilitas 

berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat 

pada umumnya dalam semua aspek termasuk pekerjaaan yang layak 

tanpa diskriminasi. Kesamaan kesempatan dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2018 bagi penyandang disabilitas adalah keadaan yang 

memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang 

Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek 

penyelenggaraan negara dan masyarakat.
10

 Dalam mewujudkan 

kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas maka diperlukan 

akses pendukung untuk dapat melindungi hak-haknya, adapun dalam 

pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas harus sesuai 

dengan asas-asas yang terdapat dalam UUPD yang berasaskan:
11

  

a. Penghormatan terhadap martabat;  

b. otonomi individu;  

c. tanpa diskriminasi;  

d. partisipasi penuh;  

e. keragaman manusia dan kemanusiaan;  

f. kesamaan kesempatan;  

g. kesetaraan;  

h. aksesibilitas;  

i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;  

j. inklusif; dan  

k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.  

 
Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama dengan masyarakat pada umumnya sehingga sudah selayaknya 

dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik, mereka 

berhak mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Salah satu kebijakan 

pemerintahan era Presiden Joko Widodo adalah memberikan 

                                                           
10

 Pasal 1 ayat (2)  
11

 Pasal 2   
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kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian 

dari Pegawai Negeri Sipil, yang ditandai dengan adanya Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 36 Tahun 2018 bahwa 

memberikan kesempatan kerja pada perekrutan Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) tahun 2018 yaitu dengan menyiapkan formasi khusus bagi  

para penyandang disabilitas, selain penyandang disabilitas formasi 

khusus juga dibuka untuk putra-putri Papua dan Papua Barat., 

Putra/putri lulusan terbaik (cumalude), dokter spesialis, diaspora, 

olahragawan/wati berprestasi Internasional, serta tenaga pendidik dan 

tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori-II yang memenuhi 

persyaratan.
12

 

Adanya perekrutan CPNS bagi penyandang disabilitas adalah 

salah satu bentuk pengakuan kebebasan dan persamaan hak yang 

merupakan hak dasar dalam negara hukum, terutama adanya pengakuan 

kebebasan dalam kehidupan kenegaraan dan kegiatan pemerintahan. 

Sebagaimana pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
13

 

Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan dalam 

pemerintahan tujuannya adalah untuk menjalankan prinsip kesamaan 

(equality).
14

 Termasuk penyandang disabilitas yang akan mendaftar 

                                                           
12

 Septian deny.”Penerimaan CPNS 2018 Dibuka untuk Disabilitas, Cek 

Persyaratannya.” https://www.liputan6.com/bisnis/read/3645548/penerimaan-

cpns-2018-dibuka-untuk-disabilitas-cek-persyaratannya , akses 11 Februari 

2019 pukul 11.47 WIB   
13

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

28  
14

  Inong Lasarumi, “ Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dalam Pencalonan Sebagai Kepala Daerah,”  e-Jurnal Katalogis, Volume 3 

Nomor 11, Nopember 2015, hlm. 162. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3645548/penerimaan-cpns-2018-dibuka-untuk-disabilitas-cek-persyaratannya
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3645548/penerimaan-cpns-2018-dibuka-untuk-disabilitas-cek-persyaratannya
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sebagai calon pegawai negeri sipil.  Dalam perekrutan calon pegawai 

negeri sipil, faktor tenaga kerja atau sumberdaya manusia (SDM) untuk 

perekrutan pegawai negeri sipil sangatlah kompleks. Sehingga 

dibutuhkan perencanaan yang sesuai dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan.  

Dalam hal Perekrutan CPNS untuk penyandang disabilitas 

memiliki formasi khusus sendiri yaitu tertuang dalam huruf F 

Ketentuan dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) khusus, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI 

(Permenpan) yang salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa : 

1. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang 

disabilitas untuk instansi pusat paling sedikit 2 persen dari 

total formasi dengan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan 

pada masing-masing instansi; 

2. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang  disabilitas 

untuk instansi daerah paling sedikit 1  persen dari total formasi 

disesuaikan dengan kebutuhan pada  masing-masing instansi; 

Dari serangkaian peraturan mengenai adanya formasi khusus 

terkait perekrutan CPNS bagi penyandang disabilitas diperlukan kajian 

yang mendetail , karena tahapan dalam rekrutmen akan menjadi sangat 

penting sehingga jika tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan maka 

dikhawatirkan akan menghasilkan tenaga kerja yang kemampuannya 

tidak maksimal dan kesempatan bagi penyandang disabilitas hanya 

menjadi angan-angan semata, karena rekrutmen dan penetapan formasi 

Calon PNS merupakan tahap awal dari mekanisme seleksi dan 

penempatan CPNS yang termasuk dalam aktivitas perencanaan.
15

 

                                                           
15

 Miranty R Lestari, dkk “Analisis Seleksi dan Penempatan Calon 

Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus di Dinas Sosial Provinsi Riau,” Jurnal 

Ilmu-ilmu Sosial Volume 13 Nomor 1 (April 2018) hlm. 29. 
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Dengan demikian, penyusun tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk sebuah penelitian skripsi dengan judul 

“ANALISIS YURIDIS KETENTUAN REKRUTMEN CALON PNS 

BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI: PERATURAN 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

(PERMENPAN) NOMOR 36 TAHUN 2018)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok 

permasalahan yang akan dibahas penyusun adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil bagi 

penyandang disabilitas  menurut Peraturan Menteri Nomor 36 

Tahun 2018? 

2. Apakah formasi khusus dalam rekrutmen Calon Pegawai 

Negeri Sipil bagi penyandang disabilitas sesuai dengan asas-

asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka 

penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan gambaran dan menjelasakan terkait 

bagaimana ketentuan rekrutmen CPNS bagi Penyandang 

Disabiltas.  
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2. Untuk menjelaskan kesesuaian asas-asas hukum dan 

penerapan UUPD dengan Permenpan nomor 36 Tahun 2018 . 

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

terdiri dari dua aspek, yakni secara teoritis dan praktis , 

diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan 

keilmuan yakni ilmu hukum serta menambah referensi keilmuan 

di bidang hukum, sosial dan bidang lainnya, khususnya hukum 

tata negara. Secara praktis dapat menjadi pertimbangan hukum 

dan acuan teknis bagi pemerintahan serta para penyandang 

disabilitas dalam mendapatkan kesempatan yang sama dan 

melindungi haknya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berbagai sumber yang penyusun temukan tentang 

penelitian yang mengkaji tentang penyandang disabilitas dapat 

didedakan menjadi dua bagian, penelitian yang menggunakan 

metode field research atau yang mendasarkan pada penelitian di 

lapangan dan library research atau penelitian berbasis 

kepustakaan , penelitian yang akan penyusun bahas ini berfokus 

dan menitik beratkan pada penelitian library research bagi 

penyandang disabilitas sebagai calon pegawai negeri sipil. 

Bahwasanya untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian 

lain, maka dicantumkan penelitian terdahulu agar menunjukan 

keaslian dalam penelitian ini. 

Pembahasan mengenai penyandang disabilitas bukanlah 

yang pertama kali dilakukan, melainkan sudah terdapat karya 

karya terdahulu yang telah membahas tentang penyandang 
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disabilitas, perbedaan penelitian yang akan penyusun teliti 

dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian yang akan 

penyusun teliti menitikberatkan pada penyandang disabilitas yang 

akan melamar sebagai calon pegawai negeri sipil menurut 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 36 

Tahun 2018 dan UUPD. Telaah pustaka berguna untuk 

membandingkan serta mencari hal-hal yang sekiranya belum 

diteliti sehingga dapat menghindari dari kemungkinan terjadinya 

plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, 

terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang sealur dengan 

tema yang diteliti oleh penyusun, diantaranya : 

Skripsi Laila Hamidah dengan judul “Kebijakan 

Pemerintah DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak 

Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas” skrispsi ini 

menggunakan metode field research atau penelitian lapangan 

yang didalamnya membahas bagaimana implementasi Undang-

Undang Ketenagakerjaan bekerja dalam mengcover penyandang 

disabilitas di DIY dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan 

bagi penyandang disabilitas.
16

 

Skripsi Ahmad Tosirin Anaesaburi dengan judul 

“Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang 

Disabiltas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi ini 

menjelaskan mengenai kesempatan keja bagi penyandang 

                                                           
16

 Skripsi Laila Hamidah Kebijakan Pemerintah DIY dalam Upaya 

Peningkatan Hak-Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas” Skripsi 

Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, 2017  
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disabilitas netra di lingkungan DIY bahwa belum sepenuhnya 

para penyandang netra mendapat kesempatan bekerja di 

lingkunag DIY , terkait hal itu ia meneliti dengan mengkaji 

implementasi dari UUPD bahwa pemerintah daerah wajib 

memberikan aksebilitas dan kesempatan kerja bagi penyandang 

disabilitas.
17

 

Skripsi Erwin Gope dengan judul “Perlindungan Hukum 

terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No 13 Tahun 2003 

Ketenagakerjaan). Skripsi ini menjelaskan mengenai bahwa 

penyandang disabilitas memiliki formasi khusus dalam 

perlindungan ditempat kerja,  karena penelitian ini berbentuk 

penelitian field research sehingga beberapa perlindungan hukum 

yang dijelaskan adalah berupa hal-hal yang aplikatif yang 

mempermudah penyandang disabilitas, yaitu dengan adanya 

pelatihan kerja agar bisa terjun ke dunia luar. 
18

 

Artikel yang ditulis oleh Abdul Latief Danu Aji dan Tiyas 

Nur Haryani dengan judul “Diversitas dalam Dunia Kerja: 

Peluang dan Tantangan Bagi Disabilitas.”, dalam penelitiannya 

membahas bahwa adanya Undang-Undang tentang Penyandang 

Disabilitas adalah angin segar bagi penyandang disabilitas namun 

                                                           
17

 Skripsi Ahmad Tosirin Annaesaburi dengan judul “Pelaksanaan 

Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabiltas Netra di Daerah 

Istimewa Yogyakarta” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan 

Kalijaga, 2017 
18

 Skripsi Erwin Gope dengan Judul “Perlindungan Hukum terhadao 

Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Perspektif UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan) Skripsi Fakultas Syariah 

Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, 2015 
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sekaligus bisa menjadi boomerang jika diterapkan ke dunia kerja 

karena dengan era globalisasi seperti saat ini penyandang 

disabilitas harus mempunyai kemampuan yang setara dengan 

masyarakat pada umumnya.
19

 

 

E. Kerangka Teoritik 

Persamaan Hak dan Kewajiban setiap warga negara serta 

perlindungan HAM adalah menjadi kewajiban negara dalam 

mencapai tujuan kesejahteraan, adanya Negara Hukum adalah 

untuk memberikan perlindungan serta untuk mencapai tujuan 

dalam membangun negara, Persamaan Hak dan perlindungan 

HAM merupakan suatu yang urgent. Keduanya juga saling 

berhubungan dan memiliki tujuan yang sama. Maka dari itu 

penyusun menggunakan 2 kerangka teori yaitu teori Negara 

Hukum dan kepegawaian. Teori tersebut diharapan dapat 

menuntun pembaca untuk bisa lebih memahami tentang 

keberaadaan penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya 

di negara hukum. Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan 

penyusun adalah sebagai berikut: 

1. Teori Negara Hukum 

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum 

apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich 

Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum 

sebagai berikut:  

                                                           
19

 Abdul Latief Danu Aji dkk, “Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang 

dan Tantangan Bagi Disabilitas,” Spirit Publik, Nomor 2 Vol 12 (Oktober 

2017) hlm. 84. 
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a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.  

b. Adanya pembagian kekuasaan.  

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan  

d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.
20

  

Disamping Julius Stahl, konsep negara Hukum Eropa 

Kontinental juga dikembangkan oleh  Immanuel Kant, Paul 

Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan 

istilah Jerman yaitu “rechtsstaat”. Dalam tradisi Anglo-Saxon 

pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A.V 

Dicey dengan istilah “the rule of law”. A.V Dicey 

mengemukakan unsur-unsur the rule of law sebagai berikut” 

a. Supremacy of law 

b. Equality before the law 

c. Constitution based on human rights.
21

 

Didalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep 

negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa 

Kontinental yang biasa dikenal dengan Rechtstaat dan dalam 

konsep Anglo Saxon dikenal denga Rule of Law. Persoalan 

yang penting dalam Negara Hukum adalah persoalan Hak 

Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat 

dan dimiliki oleh setiap orang dari saat ia dilahirkan ke dunia. 

Persoalan Hak asasi manusia (HAM) terbagi menjadi teori 

hak-hak kodrati (natural right theory),  teori positivisme 

                                                           
20

 Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, 

Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.   
21

 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2004), hlm. 34.  
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(positivist theory) dan teori relativisme (cultural relativist 

theory). Teori hak-hak kodrati adalah beberapa hak yang 

dimiliki manusia semenjak ia dilahirkan ke dunia, beberapa 

contoh hak dari teori kodrati adalah hak untuk hidup, 

kebebasan dan kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi 

HAM, baik dari pemerintah atau sistem hukum, karena 

pengakuan HAM bersifat universal.
22

  

2. Teori Kepegawaian 

Teori Kepegawaian sangat erat kaitannya dengan 

organisasi atau instansi, kepegawaian adalah alat untuk 

menghidupkan dan menggerakan organisasi sehingga 

tercapailah tujuan dari organisasi/instansi tersebut. Istilah 

kepegawaian dipakai dalam dua arti. Pertama menunjuk 

kepada semua pegawai suatu perusahaan. Kedua, melukiskan 

prosedur-prosedur administratif mengenai pengupahan, 

pengaturan dan penggantian pegawai-pegawai. Dengan kata 

lain, kepegawaian adalah semua pengetahuan dan prosedur 

yang dipergunakan untuk memperlengkapi organisasi dengan 

staf dan boleh diperluas hingga melingkupi semua hal 

kejuruan dalam jenis lapangan pekerjaan tertentu. Unsur-

unsur dari kepegawaian adalah mengumpulkan (merekrut) 

pegawai-pegawai yang memenuhi syarat, memeriksa 

kecakapan mereka dengan ujian-ujian, menentukan jabatan 

mereka dalam organisasi dengan jalan mengklasifikasikan 

                                                           
22

 Todung Mulya Lubis, In search of Human Right Legal-Political 

Dilemmas of Indonesia’s New Orde, 1966-1990, (Jakarta: Gramedia, 1993), 

hlm. 15.   
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posisi dan lain-lain. Kepegawaian adalah alat inti 

manajemen.
23

 

 

F. Metode Peneltian 

1. Jenis Penelitian 

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research) dalam penyusunan skripsi ini, yakni bentuk 

penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber 

data utama.
24

 Jenis Penelitian ini bermaksud untuk menelaah 

sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan dengan 

menelaah secara vertikal atau horizontal. Penyusun dalam 

penelitian ini menitikberatkan pada sinkronisasi secara 

horizontal atau sejauh mana peraturan perundang-undangan 

yang mengatur berbagai bidang mempunyai hubungan secara 

konsisten, dan juga berusaha untuk mengungkapkan 

kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan 

yang mengatur bidang-bidang tertentu.
25

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian  ini bersifat deskriptif analitis, yaitu  penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu 

indiividu atau suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek, 

                                                           
23

 Sahya Anggara, Ilmu Adminstrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan 

Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance), (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2012) hlm. 259.  
24

 Anton Baker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1994), 

hlm.10. 
25

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 128. 
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dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Sifat dari 

penelitiannya pun berusaha mendeskripsikan tentang suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.
26

 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan tentang saat tertentu ini bersifat deskriptif 

analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek 

penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya 

didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. 

3. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah 

membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu 

hukum.
27

 Dalam hal ini pendekatan penelitian yang diteliti 

oleh penyusun berkaitan dengan studi Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 dengan 

memberikan beberapa sampel kementerian, objek nya antara 

lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

serta Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial  

4. Bahan Hukum 

Penelitian ini mendasarkan Bahan hukum pada dua 

macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

                                                           
26

 Ibid.,hlm 25 
27

 Zainuddin Ali , Metode Penelitian Hukum, Cetakan kedua, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2010),  hlm. 24. 
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a. Bahan Hukum Primer, meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

2) United Nation Convention on The Rights of Persons 

With Disabilities 

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan 

Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, adalah yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan 

seterusnya.
28

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data primer berupa Undang-Undang Dasar, 

Peraturan peraturan dsb: data sekunder berupa jurnal-jurnal, 

makalah dan artikel. 

 

 

                                                           
28

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 1986), hlm.52 
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6. Metode Analisis 

Metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis hukum 

yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif 

tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh penyusun untuk menentukan isi 

atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek 

kajian.
29

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana 

penyusunan skripsi dengan cara menunjukan urutan secara logis 

hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya atau sub-bab 

dengan lainnya. Sistematika dalam penelitian ini disususn sebagai 

berikut: 

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang 

memuat secara rici yakni latar belakang masalah yang akan 

diteliti serta sasaran penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan, 

tujuan serta kegunaan. Rumusan masalah berisi gambaran 

mengenai apa yang menjadikan permasalahan. Selanjutnya 

adalah telaah pustaka yakni membedakan antara penelitian yang 

telah ada sebelumnya.  

Bab kedua, bab ini Tinjauan Umum Tentang Penyandang 

Disabilitas, bab ini menguraikan tentang pengertian penyandang 

                                                           
29

 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan kedua, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2010),  hlm.107. 
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disabilitas dari berbagai perspektif, hak penyandang disabilitas 

dalam peraturan perundang-undangan, dan jenis-jenis 

penyandang disabilitas. 

Bab ketiga, dalam bab ini berisi Gambaran tentang tentang 

formasi khusus dalam rekrutmen CPNS bagi penyandang 

disabilitas secara teoritik dan yuridis dari perspektif peraturan 

perundang-undangan. 

Bab keempat, dalam bab ini berisi Analisis yuridis 

ketentuan rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas  dan 

analisis yuridis kesesuaian asas-asas yang terdapat dalam 

Ketentuan rekrutemn CPNS bagi Penyandang disabilitas.  

Bab kelima, dalam bab ini adalah penutup yang meliputi 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

telah diajukan serta saran sebagai masukan terkait dengan 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan diatas adalah 

sebagai berikut 

1. Rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas adalah suatu 

kebijakan yang baru yang memberikan kesempatan pada 

penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak bekerja 

dibidang pemerintahan, instansi pusat, daerah, badan usaha 

milik negara dan badan usaha milik daerah, dengan ketentuan 

bahwa dalam rekrumen CPNS bagi disabilitas memiliki 

perbedaan dalam hal aksesibilitas serta jumlah jabatan formasi 

dengan mempertimbangkan tingkat kedisabilitasannya. 

2. Formasi khusus dalam rekrutmen CPNS bagi penyandang 

disabilitas belum sepenuhnya memenuhi asas-asas hukum 

yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016, 

keberadaan asas-asas dalam UUPD seharusnya menjadi 

pedoman bagi peraturan dibawahnya untuk mengadopsi asas-

asas tersebut sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat 

terpenuhi, dalam hal ini beberapa ketentuan rekrutmen CPNS 

formasi khusus bertentangan dengan asas-asas hukum yang 

terdapat dalam UUPD salah satunya adalah tidak 

terpenuhinya asas partisipasi penuh, kesamaan dan kesetaraan 

dalam rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas, sehingga 

meskipun terdapat ketentuan yang mengatur tentang formasi 

khusus bagi penyandang disabilitas, berdasarkan hasil 
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penelitian ini tidak semua instansi atau kementerian sudah 

memenuhi standarisasi polrekrutmen yang diatur oleh 

Permenpan Nomor 36 Tahun 2018. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai ketentuan 

rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas, penyusun dapat 

memberikan sedikir saran bagi pemerintah, difabel, dan 

masyarakat. Saran terebut dapat digunakan sebagai acuan untuk 

memperbaiki dan memperluas wawasan bagi pihak-pihak terkait. 

Bagi pemerintah dapat memperbaiki dan memperbarui undang-

undang yang belum menjelaskan secara mendetail terkait 

rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas sehingga 

masyarakat dapat mengimplentasikannya, selain itu juga 

diperlukan adanya perluasan kesempatan kerja serta memberikan 

tahap tahapan bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui 

potensi pada dirinya, hal ini berguna untuk semakin memperbaiki 

dan memajukan ekonomi disabilitas yaitu dengan mengetahui 

terlebih dahulu bakat dan kemampuan mereka sehingga 

memudahkan untuk penempatan kerja dan memperoleh 

kesempatan kerja, serta untuk membangun infrastruktur yang 

ramah disabilitas dalam mendapatkan aksebilitas fisik dan non 

fisik contohnya  adalah kemudahan dalam hal pelayanan 

informasi. 

Bagi masyarakat untuk tidak mengkotak-kotakan antara 

masyarkat pada umumnya dengan disabilitas dan juga harus  turut 

bersedia dalam mengembangkan dan merawat Akesibiltas fisik 
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berupa bangunan aksesibilitas, penggunana fasilitas umum bagi 

para para difabel. 

Bagi difabel, hendaknya meyakinkan dirinya sendiri 

meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik, tetapi mereka 

harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan globalisasi 

serta era kemajuan industri ini sehingga harus siap bersaing 

dengan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat pesat.  
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